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Abstrak  
Isbat nikah adalah penetapan perkawinan bagi pasangan 
suami isteri yang telah melakukan perkawinan sah secara hukum 
agama akan tetapi tidak dicatatkan di KUA, sehingga 
perkawinannya tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak 
adanya akta nikah sebagai bukti autentik. Dalam KHI Pasal 7 ayat 
3 ada beberapa hal yang dapat diisbatkan, salah satunya hilangnya 
akta nikah atau tidak mempunyai akta nikah. Isbat nikah keliling 
dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2015 merupakan upaya 
pemerintah dalam memberikan pelayanan bantuan hukum kepada 
masyarakat yang terkendala jarak dan biaya. Faktanya masih 
banyak masyarakat Tanara belum memiliki akta nikah, karena 
masyarakat belum faham arti pentingnya isbat nikah sebagai sarana 
penghubung untuk mendapat buku nikah dari KUA. Untuk itu 
masalah yang diajukan adalah bagaimana urgensi pelaksanaan sidang 
isbat nikah keliling di Kecamatan Tanara. Kemudian bagaimana 
pelaksanaan sidang isbat nikah keliling di Kecamatan Tanara. Serta 
bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan sidang isbat 
nikah keliling di Kecamatan Tanara. Jenis penelitian yang digunakan 
adalah penelitian lapangan (field research) dengan metode kualitatif. 
Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menganalisis data-data yang 
berkaitan dengan objek pembahasan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sidang isbat nikah 
keliling menjadi sarana penghubung untuk memperoleh perlindungan 
hukum atas perkawinan yang sah menurut hukum agama dan belum 
dicatatkan di KUA, program ini merupakan solusi untuk 
menanggulangi kendala masyarakat Kecamatan Tanara, yaitu kendala 
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jarak dan biaya perkara. Pelaksanaan sidang isbat nikah keliling di 
Kecamatan Tanara memiliki prosedur beracara yang sama dengan 
sidang di dalam gedung, yang membedakan hanya dari segi teknisnya 
yaitu didaftarkan secara kolektif oleh pihak kecamatan, menggunakan 
dana dari PEMDA Serang serta Hakim yang datang ke lokasi 
perkara dan satu kali sidang langsung mendapat penetapan. 
Pelaksanaan sidang isbat nikah keliling di Kecamatan Tanara 
menurut pandangan hukum Islam diperbolehkan (mubah), karena 
tidak ada nash yang menganjurkan serta melarangnya dan merupakan 
maslahah mursalah, sebagai bentuk implementasi kebaikan pemerintah 
terhadap masyarakat pedesaan yang terkendala jarak dan biaya dalam 
mengakses hukum ke Pengadilan Agama Serang untuk mendapatkan 
buku nikah. 
 
Kata kunci: Isbat, Nikah, Sidang Keliling 
 
 
PENDAHULUN  
Manusia makhluk Allah yang sempurna memiliki akal 
dan syahwat (nafsu) oleh karena itu Islam mengajarkan 
bahwa apabila seseorang telah mampu untuk menikah maka 
itu adalah jalan terbaik untuk menyalurkan syahwat yang ada 
pada dirinya dan jika tidak mampu maka puasa sebagai 
perisai untuk meredam syahwatnya. 
Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan 
berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan 
maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih 
oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk 
berkembang biak melestarikan hidupnya.1 Islam mempunyai 
aturan begitu pula dengan sebuah negara. Negara mengatur 
perihal perkawinan untuk  warga negaranya, maka Indonesia 
mempunyai landasan hukum yang mengatur perkawinan 
tersebut yaitu Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 
1974 dan Kompilasi Hukum Islam, yang menjadi tolak ukur 
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aparatur negara dalam menegakkan Hukum Perkawinan di 
Indonesia, sebagai perlindungan hukum bagi warga negara.  
Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 
1 menyatakan bahwa: 
“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang 
pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan 
tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 
Esa.” 2  
Kompilasi Hukum Islam pasal 3 berbunyi 
“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah 
tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”.3 Pada 
hakikatnya perkawinan adalah bentuk ibadah kepada Allah 
SWT, dan menyatukan dua insan yang berbeda dalam segala 
hal, dengan adanya sebuah akad ijab qobul, maka yang haram 
akan menjadi halal dipagari oleh syariat Islam. Akad tersebut 
disebut dalam Al-Quran sebagai mitsaqan gholidhan yang 
mengandung arti perjanjian yang kuat. Dengan melaksanakan 
Sunnah Nabi SAW yaitu pernikahan memiliki tujuan yaitu 
menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah, 
terpenuhinya hak dan kewajiban seorang suami dan istri serta 
hak anak dalam sebuah keluarga.  
Di Indonesia setiap insan yang akan melangsungkan 
perkawinan wajib mencatatkan dirinya di Kantor Urusan 
Agama (KUA) di wilayah tempat tinggalnya. Akan tetapi 
masih banyak orang yang menikah tanpa mencatatkan di 
Pegawai Pencatat Nikah (PPN)/ KUA, hanya sebatas 
menikah secara agama dengan syarat dan rukun terpenuhi. 
Pernikahan seperti ini secara hukum di negara Indonesia 
nikah tersebut menjadi ilegal dan disebut dengan nikah sirri 
walaupun secara agama sah.  
 
 
 
 434 
 
Dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 
1974 pasal 2.  
 (1)“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan 
menurut hukum masing-masing agamanya dan 
kepercayaannya itu.” 
(2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.”4 
Dunia semakin bekembang dan hukum tertulis 
menjadi landasan dalam menentukan permasalahan yang ada. 
Banyak warga negara Indonesia yang menikah di bawah 
tangan tanpa pencatatan di Kantor Urusan Agama terutama 
yang menikah di bawah tahun 1974 sebelum adanya Undang-
Undang Perkawinan, yang menyebabkan ketika ada masalah 
dalam kehidupan rumah tangga maka tidak mendapat 
perlindungan hukum sah layaknya suami isteri karena tidak 
ada bukti autentik yaitu akta nikah. Isbat nikah menjadi solusi 
dalam mengesahkan perkawinan yang dilakukan sebelum 
adanya Undang-Undang Perkawinan atau perkawinan yang 
dilakukan secara agama. 
Isbat nikah penting untuk pasangan yang telah 
melakukan perkawinan, untuk mendapat buku nikah dari 
KUA Kecamatan. Fungsinya untuk mengakui bahwa 
perkawinan tersebut sah secara hukum agama dan negara, 
akta nikah juga penting sebagai persyaratan dalam membuat 
akta kelahiran anak, selain itu juga akta nikah digunakan 
untuk persyaratan pembuatan paspor jika pergi ke luar 
negeri.5 
Banyak faktor yang menjadi alasan masyarakat 
Kecamatan Tanara menikah secara agama tanpa dicatatkan di 
KUA Kecamatan Tanara. Pertama, karena masyarakat kurang 
faham arti pentingnya isbat nikah untuk mendapat buku 
nikah, Kedua, masyarakat Tanara memiliki kendala jarak 
terutama pada masyarakat pedesaan yang jauh dari kota 
tempat Pengadilan Agama Serang. Ketiga, masyarakat 
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terkendala biaya perkara, sehingga masyarakat hanya menikah 
di hadapan ustadz/ penghulu desa saja.6   
Ketika melihat jumlah penduduk di sebuah kabupaten 
atau kecamatan masih banyak pasangan suami istri yang 
menikah tanpa mencatatkan di Pegawai Pencatat Nikah 
(PPN)/KUA. Mereka kurang sadar bahwa pencatatan 
pernikahan itu penting untuk perlindungan diri terhadap 
hukum. Maka dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 2 
dan 3 (d) menyatakan bahwa perkawinan yang tidak dapat 
dibuktikan dengan akta nikah dapat mengajukan ke 
Pengadilan Agama untuk melaksanakan isbat nikah, akan 
tetapi pada pasal 3 huruf (d) isbat nikah yang diajukan hanya 
terbatas pada nikah yang terjadi sebelum adanya Undang-
Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. 
Dengan dikeluarkannya PERMA No. 1 Tahun 2015 
yang manyatakan bahwa adanya layanan terpadu sidang isbat 
keliling yang membantu masyarakat untuk memperoleh 
layanan hukum tanpa harus ke gedung Pengadilan Agama 
sehingga memudahkan akses masyarakat yang jauh dari kota 
tempat pengadilan tersebut.  
 
PEMBAHASAN  
1. Pencatatan Perkawinan 
a. Pengertian dan Dasar Hukum Pencatatan 
Perkawinan  
Salah satu tahapan penting dalam perkawinan 
di Indonesia adalah pencatatan perkawinan secara 
resmi oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Setelah 
pasangan suami istri telah melaksanakan akad nikah 
secara sah menurut pandangan agama dengan rukun 
nikah terpenuhi.  
Pencatatan Perkawinan adalah sesuatu yang dilakukan 
oleh pejabat negara terhadap peristiwa perkawinan.7 
Pencatatan perkawinan adalah pendataan administrasi 
perkawinan yang ditangani oleh petugas pencatat perkawinan 
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(PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum.8 
Dengan demikan pencatatan Perkawinan merupakan syarat 
administratif, standar sahnya perkawinan ditentukan oleh 
hukum agama dari pasangan suami dan istri yang 
melangsungkan perkawinan. Akan tetapi perkawinan yang 
tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak 
memiliki kekuatan hukum yang berlaku, yang akan 
melindungi status perkawinannya. Apabila salah satu pihak 
melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat 
melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti 
autentik dari perkawinan tersebut. Bukti autentik itu disebut 
dengan akta nikah/ buku nikah.  
Sebuah perkawinan yang tidak dicatat sebagaimana 
mestinya menurut peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, menurut fatwa Syekh Jaad al-Haq Ali Jaad al-Haq 
membagi ketentuan yang mengatur pernikahan kepada dua 
kategori: 
1) Peraturan syara’, yaitu peraturan yang menentukan 
sah atau tidak sahnya sebuah pernikahan. 
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan 
oleh syari’at Islam seperti, kemestian adanya ijab 
dan Kabul dari masing-masing dua orang yang 
berakad (wali dan calon suami) yang diucapkan 
pada majlis yang sama, dengan menggunakan lafal 
yang menunjukkan telah terjadinya ijab dan kabul 
dari dua orang yang mempunyai kecakapan untuk 
melakukan akad menurut hukum syara’, serta 
dihadiri oleh dua orang saksi yang telah balig, dan 
berakal. Oleh ulama besar ini, ketentuan-
ketentuan tersebut dianggap sebagai unsur-unsur 
pembentuk bagi akad nikah, apabila unsur 
pembentuknya telah secara sempurna dapat 
dipenuhi, maka menurutnya, akad nikah itu 
secara syara’ telah dianggap sah sehingga halal 
bergaul layaknya suami dan istri. 
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2) Peraturan yang bersifat tawsiqy, yaitu peraturan 
tambahan yang bermaksud agar pernikahan di 
kalangan umat Islam tidak liar, tetapi tercatat 
dengan memakai surat Akta Nikah secara resmi 
yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. 
Secara administratif, ada peraturan yang 
mengharuskan agar suatu pernikahan dicatat 
menurut peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Sebagai antisipasi dari adanya 
pengingkaran akad nikah oleh seorang suami di 
belakang hari, yang meskipun dilindungi dengan 
adanya para saksi sudah tentu akan dapat lebih 
dilindungi lagi dengan adanya pencatatan resmi 
di lembaga yang berwenang untuk itu. Menurut 
Undang-undang Perkawinan Republik Arab 
Mesir Nomor 78 Tahun 1931, tidak akan 
didengar suatu pengaduan tentang perkawinan 
atau tentang hal-hal yang didasarkan atas 
perkawinan, kecuali berdasarkan adanya 
pencatatan akad nikah atau adanya dokumen 
resmi pernikahan. Namun menurut fatwa Syekh 
Jaad al-Haq Ali Jaad al-Haq, tanpa memenuhi 
peraturan perundang-undangan itu, secara syar’i 
nikahnya sudah dianggap sah, apabila telah 
melengkapi segala syarat dan rukunnya seperti 
diatur dalam syariat Islam.9    
Dengan demikian menurut fatwa Syekh Jaad al-Haq 
Ali Jaad al-Haq, apabila pernikahan yang dilakukan telah 
memenuhi syarat dan rukun dalam syariat Islam maka 
nikahnya tetap dianggap sah, akan tetapi dalam fatwa 
tersebut juga beliau mengingatkan syarat tawsiqy yaitu syarat 
tambahan yang penting dalam sebuah pernikahan, bahwa 
pernikahan harus dicatatkan agar mengantisipasi bilamana 
terjadi persoalan rumah tangga yang berurusan dalam 
lembaga Pengadilan, pasangan suami istri itu dapat 
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terlindungi haknya dengan menunjukan akta nikah/buku 
nikah sebagai alat bukti autentik yang dicatat oleh Pegawai 
Pencatat Nikah (PPN).  
Dasar hukum tentang pencatatan perkawinan ada 
dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 
pasal 2 tentang ketentuan pencatatan perkawinan 
menyatakan:  
(1) “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut 
hukum masing-masing agamanya dan 
kepercayaannya itu.” 
(2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.”10 
Perkembangan pemikiran tentang dasar perintah 
pencatatan nikah, setidaknya ada dua alasan, yaitu qiyas dan 
maslahat mursalah.11 Yang pertama diqiyaskan kepada ayat 
mudayanah yang mengisyaratkan bahwa adanya bukti autentik 
sangat diperlukan untuk menjaga kepastian hukum.  
Sebagaimana firman Allah SWT, dalam surat Al-Baqarah ayat 
282: 
                                    
                             
                             
                                  
 “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu 
melakukan utang piutang untuk waktu yang 
ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan 
hendaklah seorang penulis di antara kamu 
menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis 
menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah 
telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia 
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menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu 
mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada 
Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi 
sedikitpun daripadanya.” 12 
 Apabila akad utang piutang atau hubungan 
kerja harus dicatatkan, mestinya akad nikah yang 
begitu luhur, agung, dan sakral lebih utama lagi untuk 
dicatatkan, akad nikah bukanlah muamalah biasa akan 
tetapi perjanjian yang sangat kuat, seperti disebutkan 
dalam Al-Quran surat an-Nisa ayat 21: 
…ََنْذََخأَوَمُكنِمًَاقَاثي ِّمًَاظِيلَغََ
 “Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil perjanjian 
yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.”13 
 Kedua, maslahah mursalah adalah kemaslahatan, karena 
tidak ada nash yang melarang dan tidak menganjurkannya, 
semata-mata hadir atas dasar kebutuhan masyarakat.14 
Pencatatan perkawinan itu sangat penting untuk dilaksanakan 
bagi pasangan yang menikah sebab buku nikah merupakan 
bukti tentang keabsahan pernikahan baik menurut agama 
maupun oleh negara. Dalam kaidah hukum Islam, pencatatan 
perkawinan dan membuktikannya dengan akta nikah sangat 
jelas mendatangkan kemaslahatan bagi tegaknya sebuah 
rumah tangga.ini sejalan dengan kaidah fikih:  
          
 ِدِساَفَمُْاأْرَد   م َّدَقُم  َيلَع  ِبْلَج  ِحِلاَصَملْا 
“Menghindari kerusakan didahulukan daripada memperoleh 
kemaslahatan.”15 
Dalam kaidah ini menjelaskan bahwa ketika kita 
dihadapkan dengan dua hal antara kemudharatan dan 
kemaslahatan, maka harus diimbang terlebih dahulu. Apabila 
mudharatnya atau kerusakannya lebih besar daripada 
maslahatannya maka harus dimusnahkan atau dihilangkan 
mudharat itu dengan sesuatu yang membawa kemaslahatan. 
Seperti halnya pencatatan perkawinan, apabila pasangan 
suami istri tidak mencatatkan perkawinannya maka akibat 
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hukumnya adalah ketika mempunyai anak tidak bisa 
membuat akta kelahiran karena tidak ada akta nikah dari 
orang tuanya. Selanjutnya ketika ada permasalahan dalam 
rumah tangganya akan sulit di selesaikan di Pengadilan. 
Misalnya terkait dalam hal waris, atau terjadi perceraian 
tentang harta gono gini, dan nafkah. Jika tidak  mempunyai 
akta nikah maka pasangan suami istri tersebut tidak 
memperoleh perlindungan hukum secara sah menurut 
hukum negara karena tidak dibuktikan dengan bukti autentik, 
yaitu akta nikah.  
b. Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan 
Akibat hukum dari tidak dicatatkannya perkawinan 
yaitu  dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 
6 ayat (1) dan (2), yang berbunyi: 
(1) “Untuk memenuhi ketentuan pasal 5, setiap 
perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di 
bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.” 
(2) “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan 
Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan 
hukum.” 16  
Perkawinan harus dicatat tujuannya untuk 
menertibkan perkawinan bagi masyarakat. Jika perkawinan 
tersebut tidak dicatatkan maka akan berakibat pada pasangan 
yang telah menikah itu sendiri, perkawinannya tidak memiliki 
kekuatan hukum di hadapan negara. 
2. Isbat Nikah  
a. Pengertian dan Dasar Hukum Isbat Nikah 
Isbat Nikah berasal dari Bahasa Arab yang terdiri dari 
dua kata yaitu isbat dan nikah. Isbat berasal dari kata "  ََتبَْثا ـ  
 "ًاتَابِْثا ـ   ُِتبُْثي yang artinya “menetapkan”. Sedangkan kata nikah 
berasal dari kata   " َحََكن ـ  ُحِكَْني ـ اًحاَِكن " yang secara istilah fiqh/ 
hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau mitsaaqan 
ghaliizhan, untuk mentaati perintah Allah dan 
melaksanakannya merupakan ibadah dan pernikahan juga 
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senonim dengan perkawinan, Isbat nikah juga disebut dengan 
pengesahan nikah.17 
Dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) 
Nomor 1 Tahun 2015 pasal 1 ayat 3 menjelaskan: 
“Isbat Nikah adalah pengesahan nikah bagi 
masyarakat beragama Islam yang dilakukan oleh 
Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku.” 18  
Isbat nikah tidak hanya dilakukan di dalam gedung 
Pengadilan Agama, akan tetapi ada juga sidang isbat nikah 
dengan layanan terpadu, yaitu dengan sistem keliling ke 
kecamatan-kecamatan. Menurut Peraturan Mahkamah Agung 
(PERMA) Nomor 1 Tahun 2015 pasal (1) ayat 5, berbunyi: 
“Sidang keliling adalah sidang Pengadilan Negeri atau 
Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah yang 
dilakukan di luar gedung pengadilan baik yang 
dilakukan secara berkala maupun insidentil.” 19 
Dengan demikian sidang Isbat nikah merupakan 
penetapan atau pengesahan perkawinan secara hukum negara 
dari perkawinan di bawah tangan yang dilakukan oleh 
pasangan pernikahan tersebut dan disahkan  oleh Pengadilan 
Agama, adapun sidang isbat nikah keliling adalah pengesahan 
nikah oleh hakim di luar gedung Pengadilan Agama  yang 
dilakukan secara keliling dengan mendatangi kecamatan-
kecamatan di wilayah hukum Pengadilan Agama.  
Dasar Hukum diajukannya Isbat Nikah tertera dalam 
pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ayat (1), (2), (3), (4) yang 
berbunyi: 
(1) “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta 
Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.” 
(2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan 
dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat 
nikahnya ke Pengadilan Agama.” 
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(3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan 
Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan 
dengan: 
a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian 
perceraian; 
b. Hilangnya Akta Nikah; 
c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya 
salah satu syarat perkawinan; 
d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum 
berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 
1974 dan  
e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang 
tidak mempunyai halangan perkawinan 
menurut Undang-Undang  No. 1 Tahun 1974. 
(4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat 
nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, 
wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan 
perkawinan itu. 20 
Awal mula diadakannya Isbat nikah berlaku untuk 
pasangan yang menikah sebelum keluarnya Undang-Undang 
Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pada saat itu banyak 
pasangan yang menikah sebatas sah secara agama dengan 
rukun terpenuhi. Maka setelah keluarnya Undang-Undang 
Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan dalam 
pasal (3) huruf d jika pasangan suami istri yang menikah 
sebelum tahun 1974 maka untuk mendapatkan akta nikah, 
wajib melakukan isbat nikah ke Pengdilan Agama.  
Akan tetapi banyak masyarakat yang menikah di 
bawah tangan atau perkawinan yang dilakukan tanpa 
pencatatan melalui Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam 
pasal 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa 
perkawinan yang tidak mempunyai halangan perkawinan 
menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 
boleh mengajukan isbat (pengesahan) nikah ke Pengadilan 
Agama, baik pernikahan sebelum atau sesudah tahun 1974, 
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akan tetapi harus terpenuhi syarat dan rukun nikah secara 
agama dan terpenuhinya syarat-syarat sesuai Undang-
Undang.  
b. Teknis Pelaksanaan Sidang Isbat Nikah 
Isbat nikah hanya dapat diajukan ke Pengadilan 
Agama di wilayah tempat tinggal pasangan suami istri 
tersebut, bukan melalui Kantor Urusan Agama (KUA). 
Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi seseorang 
untuk melakukan isbat nikah adalah sebagai berikut: 
1. Menyerahkan surat permohonan Isbat Nikah 
kepada Pengadilan Agama setempat; 
2. Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama 
(KUA) setempat yang menyatakan bahwa 
pernikahan tersebut belum dicatatkan; 
3. Surat keterangan dari Kepala Desa/ Lurah 
yang menerangkan bahwa Pemohon telah 
menikah; 
4. Foto Copy KTP pemohon Isbat Nikah; 
5. Membayar biaya perkara; 
6. Lain-lain yang akan ditentukan Hakim dalam 
persidangan. 21  
Dalam layanan sidang keliling yang ditangani hanya 
perkara yang bersifat permohonan (voluntair), yang berasaskan 
sederhana, cepat dan biaya ringan. Teknis pelaksanaan sidang 
di luar gedung tidak jauh berbeda di dalam gedung, hanya 
saja sidang isbat sidang isbat nikah keliling atau di luar 
gedung Pengadilan Agama pemeriksaan permohonan isbat 
nikah bisa dilaksanakan oleh hakim tunggal yang dibantu 
oleh panitera pengganti. 
3. Pelaksanaan Sidang Isbat Nikah Keliling Di 
Kecamatan Tanara Menurut Hukum Islam 
a. Urgensi Pelaksanaan Sidang Isbat Nikah Keliling di 
Kecamatan Tanara 
Indonesia adalah negara hukum, salah satu yang 
menjadi bukti sebuah negara hukum ialah adanya hukum 
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tertulis yaitu hukum perkawinan di Indonesia. Sidang isbat 
nikah menjadi sarana untuk masyarakat mendapatkan hak 
hukum dari sebuah perkawinan, penetapan perkawinan 
pasangan yang telah melaksanakan perkawinan secara hukum 
agama dan tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama 
(KUA) untuk mendapatkan sebuah pengakuan hukum. 
Pasangan yang ingin mendapatkan hak identitas 
hukum perkawinannya terkhusus bagi masyarakat kecil yang 
jauh dari kota tempat Pengadilan Agama di daerahnya seperti 
di Kecamatan Tanara, maka sidang isbat nikah keliling 
menjadi solusi dari permasalahan tersebut. Adanya sidang 
isbat nikah keliling menjadi sarana menanggulangi beberapa 
kendala yang terjadi di masyarakat, yaitu kendala jarak, biaya 
transportasi karena harus membawa saksi-saksi dalam 
pernikahan, kendala biaya perkara dan persyaratan yang 
dianggap rumit menurut masyarakat.22  
Manfaat sidang Isbat nikah sangat penting untuk 
mendapat pengesahan perkawinan yang telah terjadi, serta 
untuk mendapatkan pengesahan/pengakuan  anak yang 
terlahir dari pasangan tersebut. Ketika dalam rumah tangga 
terjadi permasalahan, misalnya dalam hal kasus perceraian, 
pembagian harta waris, pembagian harta gono gini dan 
pengesahan anak terhadap anak yang dilahirkan dari 
pasangan tersebut. Masalah tersebut harus dibuktikan dengan 
buku nikah sebagai akta autentik bahwa pasangan tersebut 
telah melakukan perkawinan yang sah menurut hukum agama 
dan negara, sehingga dapat dengan mudah mengajukan 
permasalahan itu ke Pengadilan Agama Serang.23 Agar 
terjaminnya ketertiban dalam perkawinan dan memperoleh 
kekuatan hukum dari pernikahan yang telah dilangsungkan 
secara hukum agama, maka para orang tua mengajukan isbat 
nikah di Pengadilan Agama atau sidang isbat yang dilakukan 
secara keliling seperti yang dilakukan oleh Kecamatan 
Tanara. Ketentuan tentang isbat nikah terdapat dalam 
Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 dan Peraturan Mahkamah 
 445 
 
Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang sidang isbat nikah 
keliling.  
Memiliki buku nikah itu sangat penting bagi pasangan 
yang sudah  menikah, apabila pasangan yang telah 
melangsungkan pernikahan tidak memiliki buku nikah atau 
tidak mencatatkannya di Kantor Urusan Agama (KUA) 
Kecamatan maka isbat nikah menjadi sarana penghubung 
dalam penetapan pernikahan yang telah terjadi di masa lalu 
untuk mendapat buku nikah. Dengan adanya program sidang 
isbat nikah keliling menjadi bukti bahwa kendala jarak dan 
biaya perkara dalam hal ini dapat ditanggulangi oleh adanya 
pelaksanaan yang dekat di daerah Kecamatan Tanara dan 
biaya perkara yang di tanggung oleh pemerintah daerah 
merupakan peluang bagi masyarakat dalam memperoleh 
buku nikah sebagai akta autentik yang mempunyai kekuatan 
hukum, sehingga terlindunginya hak istri, suami dan anak 
yang terlahir dari pasangan tersebut. 
b. Pelaksanaan Sidang Isbat Nikah Keliling di 
Kecamatan Tanara 
Pelaksanaan sidang isbat nikah keliling yang diatur 
dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 
Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling 
Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah 
Syar’iyah dilaksanakan dalam Rangka Penerbitan Akta 
Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran.  
Tahapan yang dilalui sebelum mengajukan usulan 
sidang isbat nikah keliling ke Pengadilan Agama Serang, yaitu 
pertama, melakukan koordinasi antara aparatur pemerintah 
Kecamatan Tanara dengan Kantor Urusan Agama (KUA) 
Kecamatan Tanara. Kedua, memberitahukan kepada para 
penghulu/naib desa untuk mensosialisasikan sidang isbat 
nikah keliling kepada masyarakat kemudian mendata peserta 
yang akan mengikuti sidang isbat nikah tersebut. Ketiga, 
setelah melakukan pendataan maka kantor kecamatan 
mengusulkan nama-nama tersebut ke Pengadilan Agama 
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untuk diadakan sidang isbat nikah keliling, setelah diterima 
oleh Pengadilan Agama maka pihak kecamatan menyediakan 
tempat untuk pelaksanaan sidang isbat nikah keliling 
tersebut.24 
Berkas yang harus dilengkapi oleh peserta untuk 
mendaftar sidang isbat nikah keliling, yaitu diantaranya:  
1. Fotocopy KTP pemohon dan termohon  
2. Pas photo pemohon dan termohon 
3. Fotocopy Kartu Keluarga 
4. Fotocopy KTP 2 orang saksi pernikahan 
Dalam pelaksanaannya untuk mempercepat proses 
sidang, petugas membagi 2 ruangan untuk pemeriksaan 
perkara, ruang pertama diisi oleh hakim ketua dan hakim 
anggota yang merangkap menjadi panitera pengganti, serta 
satu ruangan diisi hakim anggota dan panitera pengganti. 
Serta satu ruangan lagi untuk proses pembukuan dari pihak 
Kantor Urusan Agama setelah peserta mendapat surat 
penetapan perkawinan dari Pengadilan Agama hari itu juga.  
Prosedur dan tahapan pelaksanaan sidang isbat nikah 
keliling di Kecamatan Tanara, yaitu: 
1.  Tahap pemeriksaan perkara dalam sidang isbat 
nikah keliling, persidangan dibuka dan dinyatakan 
terbuka untuk umum dan para pihak dipersilahkan 
memasuki ruang persidangan. Dalam pemeriksaan 
sidang isbat nikah keliling sama dengan sidang 
pada umumnya. Dalam pemeriksaan perkara 
terlebih dahulu hakim akan menanyakan identitas 
para pihak, lalu memberikan nasehat atau arahan-
arahan seperlunya kemudian hakim melanjutkan 
pemeriksaan dengan membaca surat permohonan 
dan hakim mulai menanyakan pokok perkaranya 
pada tahap jawab menjawab, hakim memberikan 
kesempatan kepada pihak untuk mengemukakan 
sesuatu. 25 
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2. Tahap pembuktian dalam sidang isbat nikah 
keliling, tahap ini pemohon sidang isbat nikah 
keliling diberikan kesempatan untuk mengajukan 
bukti-bukti baik saksi dan wali nikah. Diawali 
dengan bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda 
Penduduk kedua belah pihak, fotokopi kartu 
keluarga atas nama para pemohon, surat asli yang 
berisi keterangan pernikahan tersebut belum 
tercatat atas nama pemohon yang ditandatangani  
dan dikeluarkan oleh kepala desa, surat asli berisi 
keterangan pernikahan belum tercatat atas nama 
para pemohon yang dikeluarkan dan 
ditandatangani oleh kepala Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Tanara.  
Selanjutnya setelah bukti surat telah diajukan 
dilanjutkan untuk pemanggilan para saksi dan 
ketua majelis, memberikan beberapa pertanyaan 
seputar pernikahan pemohon mulai dari tahun 
dilaksanakan pernikahan dan jumlah mahar serta 
tempat dilangsungkannya pernikahan tersebut. 
Setelah itu ketika fakta hukum telah ada maka 
hakim memutuskan perkara tersebut, hanya saja 
dalam sidang isbat nikah keliling dalam 
memutuskan perkara menggunakan satu hakim 
dan satu panitera pengganti. 
3. Tahap kesimpulan, apabila semua bukti telah 
diungkapkan dan menyatakan bahwa pernikahan 
dinyatakan tidak cacat demi hukum, atas 
pertanyaan ketua majelis, pemohon membenarkan 
dan menerima keterangan saksi. Kemudian para 
pemohon menyampaikan kesimpulan bahwa tetap 
pada permohonannya dan mohon penetapan. 
4. Tahap penetapan, apabila keterangan bukti 
dianggap sempurna dan menyatakan adanya 
perkawinan tersebut benar-benar dilakukan 
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sampai diajukan sidang isbat nikah dalam program 
sidang isbat nikah keliling Pengadilan Agama 
Serang di Kantor Kecamatan Tanara. Maka akan 
dilangsungkan pembacaan penetapan isbat nikah, 
setelah penetapan tersebut dibacakan oleh ketua 
majelis di muka umum, perkara diputuskan dan 
ditetapkan dilokasi sidang yaitu di Kecamatan 
Tanara.26 
Kemudian setelah selesai melakukan proses sidang 
dan mendapatkan penetapan perkawinan dari hakim 
Pengadilan Agama Serang, peserta yang mengikuti dapat 
mengambil buku nikah pada hari itu juga, akan tetapi karena 
banyaknya peserta, pihak KUA Kecamatan Tanara belum 
bisa menyelesaikan buku nikah pada hari itu dan meminta 
tenggang waktu untuk menyelesaikan buku nikah tersebut. 
Sidang isbat nikah keliling di Kecamatan Tanara diadakan 
dengan bantuan dana dari pemerintah daerah kabupaten 
serang, karena masih banyak masyarakat yang menikah 
dibawah tangan tanpa mencatatkannya di Kantor Urusan 
Agama dan Tanara merupakan wilayah yang jauh dari akses 
hukum Pengadilan Agama Serang, sidang isbat nikah keliling 
menjadi sarana pembantu masyarakat dalam memperoleh 
legalitas hukum dari sebuah perkawinan sehingga masalah 
kendala biaya dan jarak dapat ditanggulangi. 
Dengan demikian, prosedur pelaksanaan sidang isbat 
nikah keliling di Kecamatan Tanara hampir sama dengan 
hukum beracara sidang isbat nikah di dalam gedung 
Pengadilan Agama, yang membedakan hanya dari segi 
teknisnya yaitu hakim yang datang ke tempat orang yang 
berperkara dan bisa memutuskan perkara dengan satu majelis 
hakim.  
c. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan 
Sidang Isbat Nikah Keliling di Kecamatan Tanara 
Sidang isbat nikah adalah sidang penetapan 
pernikahan untuk pasangan  yang telah melaksanakan 
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pernikahan sah menurut hukum agama, akan tetapi 
pernikahan tersebut belum dicatat atau tidak didaftarkan ke 
petugas pencatat nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) 
kecamatan.  
Hukum Islam merupakan ketentuan atau 
aturan/perintah dari Allah SWT. Hukum adalah suatu norma 
yang mengatur tingkah laku manusia dalam sebuah lingkup 
masyarakat yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa, 
bersifat mengikat dan wajib untuk di tegakkan dan dipatuhi. 
Hukum Islam berisi tentang aturan yang wajib, haram, 
Sunnah, makruh maupun mubah, yang bersumber dari dalil 
Al-Quran dan hadits sebagai pedoman hidup bagi manusia 
yang beragama Islam. Tujuan dari hukum Islam adalah agar 
terciptanya kemaslahatan bagi manusia dan terjaganya 5 
(lima) pokok dari tujuan hukum Islam, yaitu hifdzud diin 
(menjaga agama), hifdzun nafs (memelihara jiwa), hidzul aql 
(menjaga akal), hifdzun nashl (memelihara keturunan), dan 
hifdzul maal (menjaga harta).    
Hukum Islam juga mengatur banyak hal, salah satunya 
adalah hukum perkawinan. Menurut pasal 2 Undang-Undang 
Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa 
perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum 
masing-masing agamanya atau kepercayaannya dan tiap-tiap 
perkawinan wajib dicatat menurut peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku.27 
Pada zaman dahulu memang tidak dikenal adanya 
isbat nikah sebagai sarana penghubung untuk pencatatan 
perkawinan, akan tetapi lebih mengenal kepada proses 
walimah sebagai sarana syiar kepada masyarakat bahwa telah 
terjadinya pernikahan yang sah. Kemajuan terknologi dan 
perkembangan zaman mengakibatkan munculnya masalah 
kehidupan yang baru dalam hukum perkawinan, sehingga jika 
seseorang melakukan pernikahan harus mendaftarkan diri 
untuk dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).  
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Dalam firman Allah Surat Al-Baqarah ayat 282, 
berbunyi: 
َ  َياَهَُّيأَٱََنيِذَّلَ َُونَماَءَْاَاَِذإَُمتَنياََدتَ َيَِدب َنَ َ  َىِلإَ َلََجأَ َ مَس ُّمىَََفٱ َك
 َُهُوُبت.َ
“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu 
melakukan utang piutang untuk waktu yang 
ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”28 
Ayat tersebut dianalogikan kepada hal akad nikah, 
karena akad nikah bukanlah muamalah biasa akan tetapi 
perjanjian yang sangat kuat yang harus ditulis sebagai bukti, 
seperti dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 21: 
…  َذََخأَوََنَمُكنِمَ ََثي ِّمًاقَ َظِيلَغاَ(١٢) 
“Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari 
kamu perjanjian yang kuat.”29  
Dalam hadist riwayat Ibnu Majah nomor 2394 
tentang pencatatan, berbunyi: 
 ْنَع يَِبأ   دْيِعَس   يِرْدُخلْا ( َهََّنأ : ) َلَت  ِهِذَه  َِةيلآْا  : َنْيِذَّلااَهُّ َيأَاي اَذِإاْو ُنَمآ  ْمُتْن َياَدَت   نْيَدِب ىَلِإ   لَجَأ 
ىًّمَسُم  ...ىَّتَح  َغَل َب  : ْنَِإف  َنِمَأ  ْمُكُضْع َب ،اًضْع َب  َلاَق َف  : ِهِذَه  ْتَخَسَن اَم اَهَل ْ ب َق. 
“Dari Abu Sa’id Al-Khudri, ketika ia membacakan 
firman Allah Swt, “Hai orang-orang yang beriman, 
apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk 
waktu yang telah ditentukan, hendaklah kamu 
menuliskannya.” (Qs. Al-Baqarah: 282). Hingga 
firman Allah, “Tetapi, jika sebagian kamu 
mempercayai sebagaian yang lain, hendaklah yang 
dipercayai itu menunaikan amanatnya.” (Qs. Al-
Baqarah: 283). 
Abu Sa’id berkata, “Ayat ini menasakh (menghapus 
kedudukan hukum) ayat sebelumnya.” (Hadits Hasan. 
At-Ta’liq ‘ala Ibnu Majah).30 
Dalam hadist tersebut tercantum surat Al-Baqarah 
ayat 283 menasakhkan ke ayat 282, bahwa setiap orang yang 
bermuamalah harus mencatatkannya, tetapi jika tidak ada 
atau tidak menemukan seorang penulis maka ada barang 
jaminan dan saksi sebagai tanda muamalah itu terjadi dan 
sah. Akan tetapi jika ada orang yang berkerja sebagai pegawai 
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pencatat nikah maka peristiwa pernikahan tersebut wajib 
dicatatkan untuk menghindari hal-hal yang terjadi 
dikemudian hari.  
Indonesia adalah negara hukum, ketika ada masalah 
dalam rumah tangga perlu adanya bukti yang kuat. Jadi 
sebagai warga negara yang tinggal di Indonesia wajib 
mendaftarkan dan mencatatkan dirinya bahwa akan 
melakukan perkawinan di KUA Kecamatan, apabila 
perkawinan tersebut telah terjadi dan belum dicatatkan maka 
isbat nikah adalah jalur yang menghubungkan untuk 
mendapatkan buku nikah dari KUA Kecamatan.   
 Apabila akad hutang piutang atau hubungan kerja 
lainnya harus dicatatkan, semestinya akad nikah yang 
merupakan perjanjian yang luhur dan skaral lebih utama 
untuk dicatatkan sebagai bukti bahwa telah terjadinya 
pernikahan diantara kedua pasangan suami isteri tersebut, 
sehingga tidak adanya hal-hal negatif yang dapat merugikan 
dalam kehidupan rumah tangganya.  
 Dalam kaidah ushul fiqh berbunyi: 
 ُأْرَد  ِساَفَملْا ِد   م َّدَقُم يَلَع  ِبْلَج  ِحِلاَصَملْا 
“Menghindari kerusakan didahulukan daripada 
memperoleh kemaslahatan.”31 
Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan sidang 
isbat nikah keliling di Kecamatan Tanara juga merupakan 
salah satu bentuk untuk menghindari kerusakan dalam rumah 
tangga serta memperoleh kemaslahatan di lingkungan 
masyarakat untuk terlindunginya hak-hak pasangan terutama 
pada istri, suami dan anak yang dilahirkan, jika terjadi 
masalah dikemudian hari dalam rumah tangganya. Seperti 
halnya pengakuan anak yang dilahirkan, pembagian warisan. 
pembagian harta gono gini, jika terjadi perceraian dalam 
rumah tangganya bisa mengajukan ke Pengadilan Agama 
dengan membawa bukti akta nikah sebagai syarat 
administrarif.  
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Perintah tentang sidang isbat nikah dan pencatatan 
perkawinan tidak ada nash yang menyebutkannya, akan tetapi 
itu didasarkan pada ijtihad para ulama dan diadopsi oleh 
negara dalam menyusun peraturan perundang-undangan 
tentang perkawinan, yang didasarkan pada “maslahah 
mursalah” yaitu kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh 
hukum syar’i dalam rangka menciptakan kemaslahatan karena 
tidak ada nash yang melarang dan tidak ada yang 
menganjurkannya.   
Wahbah az-Zuhaili sebagaimana dikutip Satria 
Effendi M Zein, secara tegas membagi syarat nikah menjadi 
syarat syar’i dan syarat tawsiqy. Syarat syar’i yaitu suatu syarat 
dimana keabsahan suatu ibadah atau akad tergantung 
kepadanya. Sedangkan syarat tawsiqy adalah sesuatu yang 
dirumuskan untuk dijadikan sebagai alat bukti kebenaran 
terjadinya suatu tindakan sebagai upaya antisipasi adanya 
ketidakjelasan di kemudian hari. Syarat tawsiqy bukan 
merupakan syarat sahnya suatu perbuatan tetapi sebagai bukti 
di kemudian hari atau untuk menertibkan suatu perbuatan.32 
Masyarakat dalam melaksanakan aturan harus 
menyeimbangkan aturan fikih dengan aturan negara yang 
menjadi tempat tinggalnya, seperti halnya hukum 
perkawinan. Karena pemerintah membuat aturan untuk 
kemaslahatan masyarakat yang hidup di suatu negara sebagai 
perlindungan hukum jika terjadi permasalahan. Sesuai dengan 
firman Allah QS. An-Nisa ayat 59, berbunyi: 
َ  َياَهَُّيأَٱََنيِذَّلَ َُونَماَءَْاََْاوُعيَِطأَٱََ َّللََّْاوُعيَِطأَوَٱََلوُس َّرلَِيلُْوأَوَٱََ  ل َمَِرَ َ  مُكنِمََ
“Wahai orang-orang beriman! Taatilah Allah dan 
taatilah Rasul (Muhammad) dan Ulil Amri pemegang 
kekuasaan di antara kamu”.33 
Ulil amri adalah pemimpin, negara memiliki aturan 
yang dibuat untuk ditaati dan dipatuhi setiap warga 
negaranya, agar terjaminnya ketertiban dalam kehidupan di 
masyarakat, dengan dibuatnya sebuah hukum perkawinan 
dalam suatu negara maka hukum tersebut tidak akan 
 453 
 
merugikan masyarakat justru akan melindungi masyarakat. 
Seperti dalam kaidah berikut ini: 
 ُفُّرَصَت  ِماَمِلإْا ىَلَع  ِةَّيِعَّرلا  طْو ُنَم  ِةَحَلْصَملِْاب 
“Tindakan (peraturan) pemerintah, berintikan 
terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan 
rakyatnya.”34 
 Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 
7 ayat (1), (2), (3), dan (4) yang menjadi dasar tentang 
kebolehan melakukan isbat nikah di Indonesia. Alasan 
seseorang mengajukan isbat nikah adalah hilangnya akta 
nikah atau tidak mempunyai akta nikah. Pada awalnya isbat 
nikah hanya dilakukan di dalam gedung Pengadilan Agama 
saja, akan tetapi dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung 
(PERMA) Nomor 1 Tahun 2015, membuka program baru 
yaitu sidang isbat nikah keliling dengan layanan terpadu yaitu 
para hakim Pengadilan Agama yang mendatangi lokasi orang 
yang berperkara di sebuah kecamatan untuk menetapkan 
perkara isbat nikah.  
 Islam memandang bahwa pelaksanaan sidang isbat 
nikah keliling di Kecamatan Tanara mengandung 
kemaslahatan yang menghasilkan faedah bagi masyarakat 
yaitu membantu masyarakat terutama yang kurang mampu 
atau miskin dan masyarakat yang terkendala jarak ke 
Pengadilan Agama Serang untuk mendapat penetapan 
perkawinan sah dari Pengadilan Agama Serang sehingga 
perkawinannya dapat diakui secara hukum agama dan negara. 
Hal ini sejalan dengan maslahah mursalah, pelaksanaan 
sidang isbat nikah keliling di Kecamatan Tanara dapat 
memberikan manfaat dan menolak kerusakan di kemudian 
hari jika terjadi masalah dalam rumah tangga.  
Dalam agama Islam membantu dan mempermudah 
umat itu sangat dianjurkan, sebagai bentuk tolong menolong. 
Dengan adanya sidang isbat nikah keliling masyarakat yang 
tidak memiliki buku nikah dapat mengikuti sidang untuk 
mendapatkan penetapan perkawinannya dan tidak perlu pergi 
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jauh ke Pengadilan Agama, karena hakim yang mendatangi 
lokasi yang berperkara. Oleh karena itu sidang isbat nikah 
keliling sebagai bentuk implementasi kebaikan pemerintah 
kepada masyarakat, untuk itu perlu ditingkatkan 
pelaksanaannya dan disosialisasikan kepada masyarakat agar 
mereka mengerti dan faham arti pentingnya isbat nikah 
sebagai sarana penghubung untuk mendapatkan buku nikah 
dari Kantor Urusun Agama (KUA) Kecamatan.  
Dengan demikan pelaksanaan sidang isbat nikah 
keliling di Kecamatan Tanara ditinjau dari hukum Islam, 
hukumnya diperbolehkan (mubah), karena tidak ada nash 
yang melarangnya dan merupakan bentuk kemaslahatan bagi 
masyarakat pedesaan yang memiliki kendala baik jarak 
maupun biaya, untuk memperoleh perlindungan hukum dari 
perkawinan yang sah. 
 
PENUTUP  
Kesimpulan yang diambil dari tulisan ini yaitu sebagai 
berikut: 
1. Pelaksanaan sidang isbat nikah keliling merupakan sarana 
penghubung untuk memperoleh perlindungan hukum 
atas perkawinan yang sah menurut hukum agama dan 
belum tercatat di KUA. Program sidang isbat nikah 
keliling merupakan solusi untuk menanggulangi kendala 
yang dialami masyarakat Kecamatan Tanara yaitu 
kendala biaya dan jarak.  
2. Pelaksanaan sidang isbat nikah keliling di Kecamatan 
Tanara memiliki prosedur beracara yang hampir sama 
dengan di dalam gedung pengadilan Agama Serang, akan 
tetapi yang membedakan yaitu sidang isbat nikah keliling 
pendaftarannya dilakukan secara kolektif oleh pihak 
kecamatan dan biaya perkara ditanggung oleh dana dari 
Pemerintah Daerah Kabupaten Serang. Prosesnya hanya 
satu kali sidang dan yang berperkara langsung 
mendapatkan penetapan hari itu juga serta mendapat 
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buku nikah dari KUA, kemudian dari segi teknisnya 
hakim yang datang ke lokasi orang yang berperkara. 
3. Pelaksanaan sidang isbat nikah keliling di Kecamatan 
Tanara menurut pandangan Hukum Islam diperolehkan 
(mubah), karena tidak ada nash yang menganjurkan serta 
melarangnya dan merupakan bentuk dari maslahah 
mursalah dalam hal perkawinan agar terjaminnya hak 
dalam rumah tangga. Sidang isbat nikah keliling sebagai 
bentuk implementasi kebaikan pemerintah terhadap 
masyarakat pedesaan sebagai sarana membantu untuk 
mendapatkan buku nikah bagi masyarakat kurang mampu 
dan terkendala jarak untuk mengakses hukum perkawinan 
ke Pengadilan Agama Serang.  
 
 
Salsabila, S.H., Alumni Fakultas Syariah UIN SMH Banten 
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